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Untuk mewujudkan pokok pikiran keadilan sosial dan salah satu
tujuan nasional ”memajukan kesejahteraan umum” sebagaimana
tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Repubik
Indonesia Tahun 1945 maka hal terpenting yang perlu dilakukan adalah
meletakkan pondasi ekonomi nasional yang kuat, khususnya dalam
menghadapi situasi perekonomian dunia dengan dinamika dan volatilitas
yang tinggi.

Pondasi ekonomi nasional yang kuat tersebut merupakan titik tolak
bagi terwujudnya Visi Indonesia 2045, yaitu negara dengan
pertumbuhan ekonomi tinggi dan menjadi salah satu kekuatan besar
ekonomi dunia. Visi ini akan dicapai dengan dukungan 4 (empat) pilar,
yaitu pembangunan sumber daya manusia dan penguasaan ilmu
pengetahuan dan teknologi, pembangunan ekonomi berkelanjutan,
pemerataan pembangunan, serta ketahanan nasional dan tata kelola
kepemerintahan.

Pilar utama pembangunan ekonomi berkelanjutan mensyaratkan
adanya target pertumbuhan ekonomi dalam setiap tahunnya. Untuk
mencapai sasaran pertumbuhan ekonomi tersebut, dibutuhkan
pembiayaan yang tidak dapat dipenuhi seluruhnya oleh Pemerintah.
Oleh karena itu, dibutuhkan investasi dari masyarakat dan swasta guna
menutup kesenjangan (gap) antara kebutuhan pembangunan dengan
kapasitas fiskal Pemerintah.

Pemerintah telah menginisiasi skema alternatif guna mendorong
peran serta investasi masyarakat dan badan usaha, antara lain melalui
skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) dan skema
pembiayaan kreatif lainnya. Namun dalam praktiknya, skema tersebut
masih banyak menghadapi hambatan dan tantangan yang menyebabkan
skema alternatif tersebut tidak terealisasi sesuai rencana.

BUMN yang selama ini menjadi salah satu tulang punggung utama
pembiayaan pembangunan di luar Anggaran Pendapatan dan Belanja
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Negara juga semakin terbatas kapasitas pendanaannya. Di sisi lain,
sumber pendanaan dari lembaga sektor keuangan (kredit perbankan,
pasar modal, dan institusi keuangan non-bank) juga tidak mencukupi.
Terbatasnya kapasitas fiskal Pemerintah dan terbatasnya pendanaan
BUMN dan lembaga sektor keuangan tersebut mengindikasikan
kapasitas domestik tidak memadai untuk memenuhi seluruh kebutuhan
pembiayaan pembangunan guna menunjang pertumbuhan ekonomi.

Berkenaan dengan permasalahan tersebut di atas, diperlukan
pemenuhan pembiayaan pembangunan nasional yang melibatkan
investor dari luar negeri, khususnya melalui penanaman modal asing
(foreign direct investment/FDI). Berdasarkan data Bank Dunia, FDI
Indonesia bersifat fluktuatif untuk setiap tahunnya, dan jumlah FDI
Indonesia dalam 5 (lima) tahun terakhir cenderung stagnan. Selain itu,
prosentase FDI Indonesia terhadap Produk Domestik Bruto juga masih
berada jauh di bawah negara-negara ASEAN lainnya.

Pemerintah telah berupaya melakukan perbaikan iklim investasi dan
kemudahan berusaha untuk meningkatkan FDI yang masuk ke
Indonesia. Selain itu, upaya peningkatan FDI ke Indonesia juga perlu
memperhatikan perspektif dan appetite investor luar negeri. Dengan
demikian, saat ini diperlukan adanya suatu lembaga yang mampu
menjadi mitra strategis bagi investor dimaksud, yang memiliki landasan
yang kuat secara hukum dan kelembagaan, serta menerapkan praktik
dan standar internasional, yang dapat menjadi perantara bagi para
investor dalam menempatkan investasi atau FDI di Indonesia.

Sejalan dengan kondisi dan tantangan di atas, serta untuk
menciptakan lapangan pekerjaan yang seluas-luasnya, Pemerintah
bersama-sama Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia telah
menyepakati untuk membentuk Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020
tentang Cipta Kerja. Ketentuan Pasal 171 ayat (3) Undang-Undang
tersebut mendelegasikan pembentukan Lembaga Pengelola Investasi
(LPI), yang selanjutnya dalam Peraturan Pemerintah ini diatur sebagai
lembaga sui generis pengelola investasi pemerintah.

Pembentukan LPI dimaksudkan untuk meningkatkan dan
mengoptimalkan nilai investasi yang dikelola secara jangka panjang
dalam rangka mendukung pembangunan secara berkelanjutan. Untuk
merealisasikan fungsi dan tujuan tersebut, LPI memiliki karakteristik
khusus yang dapat menjadikan lembaga ini memiliki fleksibilitas dan
profesionalitas dalam peningkatan nilai investasi, serta sebagai mitra
strategis bagi investor asing.

Di samping mendelegasikan pembentukan LPI, Undang-Undang
Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja juga mendelegasikan
beberapa ketentuan yang mengatur mengenai tata kelola dan
operasionalisasi LPI, yaitu:

a. pemindahtanganan aset negara kepada Lembaga atau kepada
perusahaan patungan yang dibentuk oleh Lembaga (Pasal 157 ayat
(8));

b. pencadangan untuk menutup/menanggung risiko kerugian dalam
berinvestasi dan/atau melakukan akumulasi modal (Pasal 158 ayat
(7));

c. tata cara pengelolaan aset Lembaga (Pasal 159 ayat (6));
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tata kelola Lembaga (Pasal 164 ayat (1)); dan

seleksi anggota Dewan Pengawas dari unsur profesional (Pasal 166
ayat (10)).
Berdasarkan hal pokok di atas, materi muatan yang menjadi

ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Pemerintah ini antara lain:

a.

status LPI sebagai Badan Hukum Indonesia yang sepenuhnya
dimiliki oleh Pemerintah Indonesia dan bertanggung jawab kepada
Presiden. LPI memiliki kewenangan khusus (sui generis) dalam
rangka pengelolaan Investasi Pemerintah Pusat.

LPI memiliki struktur two-tier yang terdiri dari Dewan Pengawas dan
Dewan Direktur. Dewan Pengawas bertugas melakukan pengawasan
atas penyelenggaraan LPI oleh Dewan Direktur. Salah satu
kewenangan utama Dewan Pengawas adalah mengangkat dan
memberhentikan Dewan Direktur.

modal LPI ditetapkan sebesar Rp75.000.000.000.000,00 (tujuh puluh
lima triliun rupiah) dengan setoran modal awal sebesar
Rp15.000.000.000.000,00 (lima belas triliun rupiah). Pemenuhan
modal LPI dilakukan secara bertahap hingga tahun 2021 dari
penyertaan modal negara dan/atau sumber lainnya.

alokasi laba LPI diprioritaskan untuk Cadangan Wajib dan Laba
Ditahan yang dapat diinvestasikan kembali. Apabila akumulasi Laba
Ditahan telah terakumulasi melebihi 50% (lima puluh persen) modal
LPI, laba LPI dapat didistribusikan menjadi Bagian Laba Pemerintah.

aset negara dan aset BUMN dapat dipindahtangankan kepada LPI.
Aset BUMN yang dipindahtangankan kepada LPI dapat
dipindahtangankan kepada perusahaan patungan yang dibentuk LPI.
Aset BUMN juga dapat dipindahtangankan langsung kepada
perusahaan patungan yang dibentuk LPI. Dalam pemindahtanganan
aset BUMN ke LPI, LPI memperoleh hak preferensi yang dapat
dilimpahkan kepada perusahaan patungan LPI untuk melaksanakan
pemindahtanganan aset atas nama LPI.

LPI tidak dapat dipailitkan kecuali dapat dibuktikan LPI dalam
kondisi insolven melalui insolvency test oleh lembaga independen
yang ditunjuk Menteri Keuangan.

merujuk kepada penjelasan Pasal 165 ayat (1) Undang-Undang
Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, LPI dapat disebut dengan
nama lain seperti Indonesian Sovereign Wealth Fund atau Indonesia
Investment Auhtority. Dalam PP ini, LPI menggunakan nama
Indonesia Investment Authority yang disingkat INA.

Pengaturan LPI dalam Peraturan Pemerintah ini dimaksudkan

untuk memberikan landasan hukum yang memadai bagi LPI agar dapat
melaksanakan fungsinya selaku pelaksana investasi Pemerintah Pusat
secara efektif sehingga dapat meningkatkan nilai investasi dan menarik
investasi langsung dari luar negeri ke Indonesia maupun dari investor
domestik secara signifikan.
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II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas.
Pasal 2
Cukup jelas.
Pasal 3
Ayat (1)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Yang dimaksud dengan “sumber lainnya” antara lain
kapitalisasi cadangan, akumulasi laba ditahan, keuntungan
revaluasi aset.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Pasal 4
Cukup jelas.
Pasal 5
Cukup jelas.
Pasal 6
Cukup jelas.
Pasal 7
Ayat (1)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b

Yang dimaksud dengan “kegiatan pengelolaan aset” antara
lain  kegiatan  akuisisi, pengelolaan, restrukturisasi
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perusahaan (saham) maupun aset tetap, divestasi, yang
dilakukan secara langsung maupun tidak langsung baik
dilakukan sendiri atau melalui kerja sama dengan pihak
ketiga atau melalui pembentukan entitas khusus baik
berbentuk badan hukum Indonesia maupun badan hukum
asing.

Huruf c

Dalam melakukan kerja sama dengan entitas dana perwalian
(trust fund), penyedia dana (settlor) harus memberikan kuasa
kepada entitas dana perwalian (trust fund) dalam rangka
melakukan pengelolaan investasi dengan LPI.

Hurufd

Penentuan calon mitra investasi dilakukan dengan
penunjukan mitra investasi secara langsung dengan
mempertimbangkan antara lain praktik bisnis yang berlaku
secara internasional, dengan tetap menjaga tata kelola yang
baik.

Kriteria bagi calon mitra investasi yang dapat ditunjuk
langsung antara lain memiliki reputasi baik, memiliki
kemampuan keuangan untuk dapat menunjang komitmen
investasinya, dan/atau memiliki keahlian di bidang investasi
yang akan dikerjasamakan.

Huruf e

LPI dapat menerima pinjaman antara lain dari Pemerintah
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Huruf f
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 8
Cukup jelas.

Pasal 9
Cukup jelas.

Pasal 10
Cukup jelas.

Pasal 11
Cukup jelas.



